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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Proksi Penghindaran 

Pajak menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2019 sampai 2021. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 71 perusahaan. 

Penentuan sampel diperoleh dengan menggunakan purposive sampling. Uji hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan dengan size tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan koneksi politik yang diproksikan 

dengan skala dummy berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  

 

Kata kunci: Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik, Penghindaran Pajak. 

 

Abstract  

This study aims to empirically examine the effect of firm size and political 

connections on tax avoidance. Tax Avoidance Proxies use the Effective Tax Rate 

(ETR). The samples used in this research are manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2021. The number of samples in this study 

are 71 companies. Determination of the sample obtained by using purposive 

sampling. Hypothesis testing was carried out using multiple linear regression 

analysis. The results showed that company size proxied by size had no effect on tax 

avoidance and political connections proxied by dummy scale had an effect on tax 

avoidance. 

 

Keywords: Company Size, Political Connection, Tax Avoidance. 

 

Pendahuluan  

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan suatu negara untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dan membangun bangsa. Penerimaan negara dari penerimaan pajak 

dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan belanja negara, seperti pembangunan 
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infrastruktur atau dialokasikan ke daerah-daerah yang membutuhkan perbaikan (Setianti, 

2019). Hal ini membuat pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pendapatan dari 

pajak agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan 

baik. Namun, untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak diperlukan kerjasama yang 

baik dari wajib pajak untuk patuh pada aturan perpajakan.  

Pemerintah berhak untuk mengenakan pajak karena berbagai alasan politik dan 

ekonomi, sebagian besar negara mengenakan pajak pada perusahaan serta tenaga kerja 

(Dowling, 2014). Selama ini Indonesia menganut self assesment system dalam sistem 

pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, 

melapor, dan membayarkan sendiri pajak mereka yang nantinya diharapkan dapat 

meningkatkan kontribusi masyarakat yang lebih tinggi terhadap penerimaan pajak negara 

(Masrullah et al., 2018). Kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai 

celah untuk melaporkan pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Dalam hal ini, 

perusahaan akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan 

biaya perusahaan, termasuk beban pajak didalamnya (Astuti & Aryani, 2016). 

Respon yang diberikan oleh perusahaan tidak selalu positif terhadap kegiatan 

pemungutan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada kenyataannya 

perusahaan berusaha untuk menghindari pajak semaksimal mungkin dengan membayar 

pajak sesedikit mungkin karena pajak menambah biaya operasional yang dapat 

mengurangi laba bersih perusahaan, perusahaan cenderung berusaha untuk 

meminimalkan semua biaya termasuk beban pajak, tidak seperti pemerintah. yang terus 

berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Disini dapat terlihat dengan jelas terdapat 

perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan maka dengan itu muncul 

tax avoidance. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak merupakan beban yang 

dapat mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2014).  

Perusahaan dapat melakukan perlawanan dengan cara penghindaharan pajak (tax 

avoidance) dengan tujuan mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak 

dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak secara legal dan 

aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, dimana 

metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan 

(grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk 

memperkecil jumlah pajak yang terutang (Rejeki et al., 2019). Selain itu penghindaran 

pajak dimotivasi oleh usaha perusahaan dalam menghindari pajak dan menghemat 

pengeluaran dari sektor perpajakan supaya mengurangi biaya yang dikeluarkan dan 

menaikkan laba perusahaan. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip semua pelaku bisnis 

yaitu mencari keuntungan sebesar–besarnya dengan melakukan penghindaran pajak 

melalui relasi dengan politisi untuk dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan 

termasuk dalam hal perpajakan (Hidayati & Diyanty, 2018).  

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk 

membuktikan faktor yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Salah satu 

faktor yang mungkin dapat berpengaruh pada penghindaran pajak yakni ukuran 
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perusahaan. Secara umum ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan 

besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran sebuah perusahaan dapat ditunjukkan atau dinilai 

oleh harta yang dimiliki badan usaha, total penjualan badan usaha, besarnya laba bersih, 

beban pajak, dan lain-lain. Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh (Fitria, 2018; Honggo & Marlinah, 2019) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Merslythalia & Lasmana, 2017; 

Primasari, 2019) menyatakan sebaliknya bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak.  

Selain faktor ukuran perusahaan, faktor koneksi politik kemungkinan dapat 

memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik sering dilakukan di 

negara–negara berkembang yang dimana koneksi politik tersebut dilakukan dengan 

menggunakan pihak yang berhubungan dekat dengan pemerintah sehingga pihak 

pemerintah memiliki koneksi terhadap struktur organisasi perusahaan baik komisaris 

maupun direksi (Fisman, 2001). Perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pemerintah 

memiliki resiko deteksi lebih rendah karena mendapatkan perlindungan agar resiko 

penghindaran pajaknya bisa lebih rendah (Wicaksono, 2017). Penelitian yang dilakukan 

(Utari & Supadmi, 2017) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan 

(Widarjo et al., 2021) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Dari penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil, maka 

dari itu peneliti hendak melakukan pengujian kembali pengaruh ukuran perusahaan dan 

koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Selain itu, dari penelitian sebelumnya 

mayoritas menggunakan dasar teori keagenan sehingga peneliti bermaksud menguji 

kembali dengan menggunakan dasar teori yang berbeda yakni teori kekuatan politik. 

Berkaitan dengan sampel penelitian, perusahaan yang dipilih sebagai sampel penelitian 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 

2019-2021. 

 

Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif 

merupakan seperangkat variabel yang saling terkait yang terbentuk menjadi proposisi, 

atau hipotesis, yang menentukan hubungan antar variabel (Creswell, 2018:95). Populasi 

merupakan keseluruhan dari responden dimana populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 tahun yaitu tahun 2019–2021. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti, sampel penelitian ini ditentukan 

dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu sampel dipilih dengan kriteria 

tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria yang dipilih sebagai berikut:  

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 

tahun 2019–2021.  
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2. Perusahaan yang menerbitkan annual report selama 3 tahun berturut-turut (tahun 2019-

2021).  

3. Perusahaan yang melaporkan laba selama periode 2019-2021.  

4. Perusahaan yang menggunakan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah 

(Rp). 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

dokumen sebagai sumber data. Dokumen yang digunakan berupa laporan keungan yang 

telah dipilih oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Definisi Operasional Variabel 

1. Ukuran perusahaan  

Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya suatu 

perusahaan dan diklasifikasikan menjadi perusahaan kecil, perusahaan menegah dan 

perusahaan besar.Ukuran sebuah perusahaan diukur dari total aset perusahaan (Allen 

et al., 2016). 

2. Koneksi politik 

Koneksi politik adalah salah satu bentuk relasi antara perusahaan dengan pemerintah. 

Variabel koneksi politik diukur dengan skala dummy, yakni apabila ada manajemen 

perusahaan yang merupakan atau mantan dalam birokrasi pemerintahan diberi nilai 1 

dan diberi nilai 0 apabila tidak ada manajemen perusahaan yang merupakan atau 

mantan dalam birokrasi pemerintahan (Habib et al., 2017). 

3. Penghindaran pajak 

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengurangi jumlah beban pajaknya. Seperti beberapa penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh (Asadanie & Venusita, 2020; Handayani, 2018; Priccila & Sinabutar, 

2021) variabel ini akan diukur dengan menggunakan proksi ETR.  

ETR =       Beban Pajak 

                       Laba Sebelum Pajak 

Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, proses analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

regresi linear berganda (multiple regression) untuk mengetahui adanya pengaruh ukuran 

perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan 

program komputer Statistical Product Service Solutions (SPSS). Setelah data-data yang 

diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data yaitu 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis. 

 

Hasil dan Pembahasan  

1. Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata mean, median, standar deviasi 

penyebaran variasi data, dan distribusi nilai tertinggi dan terendah dari setiap variabel 
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yang digunakan dalam model penelitian (Sekaran & Bougie, 2016 : 293). Hasil dari 

uji statistik deskriptif pada penelitian ini terdapat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1 

Statistik Deskriptif 

  N Minimum Maximum Mean Std. 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Ukuran 

Perusahaan 

166 25,97 33,49 287,95

8 

,11829 152,400 

Koneksi Politik 166 ,00 1,00 ,1386 ,02690 ,34653 

Penghindaran 

Pajak 

166 ,15 ,35 ,2445 ,00294 ,03788 

Sumber : Olah Data SPSS 

 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.  

 

Tabel 2 

Uji Normalitas 

  Unstandardized 

Residual 

N   166 

Normal Parameters Mean ,0000000 

  Std. Deviation ,03717257 

Most Extreme Absolute ,089 

Differences Positive ,089 

  Negative -,065 

Kolomogorov-Smirnov Z 1,149 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,142 

Sumber : Olah Data SPSS 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa data yang digunakan dalam model regresi pada penelitian ini sudah 

berdistribusi normal. Distribusi normalitas data dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig (2-

tailed) yang lebih besar daripada 0,05. Nilai Asymp. Sig (2-tailed) dari hasil pengujian 

menunjukkan angka 0,142 yang berarti lebih besar daripada 0,05. 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi 

antar  variabel independen dalam model regresi linier berganda. 
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Tabel 3 

Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Ukuran Perusahaan 0,934 1,071 

Koneksi Politik 0,934 1,071 

Sumber: Olah Data SPSS 

 

Pada tabel di atas diketahui besaran nilai tolerance dan VIF dari masing – 

masing variabel independen. Nilai tolerance kedua variabel independen sebesar 0,934 

kurang dari 0,10 dan nilai VIF kedua variabel sebesar 1,071 kurang dari 10 yang 

berarti tidak terdapat masalah multikolinearitas.  

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji 

Heteroskedasitas pada penelitian ini menggunakan grafik scatter plot. 

 

Gambar 1 

Uji Heteroskedasitas 

 

Sumber: Olah Data SPSS 

 

Berdasarkan gambar grafik scatter plot di atas, dapat diketahui bahwa dalam 

penelitian ini tidak terindikasi gejala Heteroskedastisitas. Kesimpulan ini didasarkan 

pada hasil uji melalui analisis grafik scatter plot yang menunjukkan titik - titik (plot) 

data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik- titik (plot) data tidak 

mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, dan titik- titik (plot) data menyebar secara 

acak dan tidak membentuk pola tertentu. 

5. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara 

kesalahan perubahan waktu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). 
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Tabel 4 

Uji Autokorelasi 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,192 0,037 0,025 0,03740 1,967 

Sumber : Olah Data SPSS 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai DW sebesar 

1,967, selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai table signifikansi 0,05, 

dengan jumlah sample N=166 dan jumlah variabel independen 2(K=2) maka 

diperoleh nilai DU 1,7706. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nilai DW 1,967 

lebih besar dari nilai dU yakni 1,7706 dan kurang dari nilai (4-dU) = 4-1,7706 = 

2,2294 sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi. 

6. Uji Simultan (F) 

Uji kelayakan model atau uji F digunakan untuk menentukan apakah model 

regresi dapat atau layak digunakan dalam penelitian ini atau tidak. 

 

Tabel 5 Uji Simultan (F) 
Model F Sig 

Regression 3,115 0,047 

Sumber : Olah Data SPSS 

 

Berdasarkan tabel di atas hasil uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 3,115 

dengan nilai signifikansi 0,047. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti 

hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini layak digunakan 

untuk melakukan pengujian hipotesis.  

7. Uji Parsial (T) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu ukuran 

perusahaan dan koneksi politik berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

penghindaran pajak. 

 

Tabel 6 

Uji Parsial (T) 
Model Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

Coefficient 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
  

(Constatnt) ,301 ,057   5,313 ,000 

Ukuran Perusahaan -,002 ,002 -,076 -,955 ,341 

Koneksi Politik -,017 ,009 -,158 -1,983 ,049 

Sumber: Olah Data SPSS 
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Hasil uji t di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi ukuran perusahaan 

sebesar 0,341 lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan demikian dapat diartikan bahwa 

H1 ditolak. Variabel koneksi politik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,049 lebih 

kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak, dengan demikian dapat diartikan bahwa H2 diterima. 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis H1 ditolak yang artinya ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini 

menunjukkan bahwa besar atau kecilnya ukuran sebuah perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak tidak hanya dapat 

dilakukan oleh perusahaan berskala besar, namun perusahaan berskala kecil juga dapat 

melakukannya. Perusahaan berukuran besar tentu menarik perhatian lebih besar dari 

pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga dapat menarik perhatian fiskus 

untuk memeriksa atau dikenakan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 

(Merslythalia & Lasmana, 2017). Maka dari itu, perusahaan tidak mau mengambil resiko 

dengan adanya proses pemeriksaan ataupun dikenakan sanksi jika terbukti melakukan 

penghindaran pajak yang bisa memberikan dampak buruk bagi citra perusahaan dalam 

jangka panjang.  

Hasil dari hipotesis H1 tidak sejalan dengan teori kekuatan politik yang 

menyatakan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki 

untuk melakukan penghindaran pajak (Belz et al., 2019). Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan (Merslythalia & Lasmana, 2017; Primasari, 2019; Ulfa 

et al., 2021) yang menyatakan tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Pujilestari & Winedar, 

2018) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan dengan jumlah asset yang semakin 

besar maka akan semakin besar pula modal yang ditanamkan dan semakin besar pula 

perputaran kas pada perusahaan yang dikelola, sehingga dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan, namun belum tentu meningkatkan penghindaran pajak pada perusahaan 

tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis H2 diterima yang artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Koneksi 

politik yang dimiliki perusahaan akan membantu perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan, sehingga laporan tahunan akan tercerminkan baik. Dengan adanya koneksi 

politik yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah maka akan menyebabkan 

menurunnya kemungkinan terdeteksi kecurangan pada saat pemeriksaan perpajakan 

sehingga akan terjadi praktik-praktik penghindaran pajak (Asadanie & Venusita, 2020). 

Hasil dari hipotesis H2 sejalan dengan teori kekuatan politik yang menyatakan 

bahwa kedekatan politik perusahaan dan pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk 

memperoleh keuntungan (Belz et al., 2019). Koneksi politik yang dimiliki perusahaan 

juga dapat dimanfaatkan dengan adanya lobi-lobi untuk memperkecil punishment apabila 
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metode penghindaran pajak yang dilakukan terungkap karena melanggar aturan 

perpajakan (Ferdiawan, 2017 dalam Asadanie & Venusita, 2020). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Asadanie & 

Venusita, 2020; Utari & Supadmi, 2017) yang menyatakan koneksi politik berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Wicaksono, 

2017) yang mengatakan bahwa koneksi politik yang dilakukan oleh perusahaan baik itu 

BUMN maupun BUMS adalah melobi pemerintah untuk menghindari pemeriksaan pajak, 

mendapat potongan denda pajak maupun tindakan lain. 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah ada pengaruh antara ukuran 

perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan regresi linear berganda program SPSS. Data sampel pada penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2019-2021. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka penelitian ini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: (1) Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan size 

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (2) Variabel koneksi politik yang 

diproksikan dengan skala dummy berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (3) 

Tindakan penghindaran pajak akan tetap dilakukan jika perusahaan terkoneksi secara 

politik tanpa memandang besar atau kecilnya ukuran sebuah perusahaan tersebut.  
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